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ABSTRAK 

Best Practise ini merupakan pengalaman penulis dalam pelaksanaan tugas dang 

fungsi di bidang perencanaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Sulawesi Barat. Pengalaman melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan tersebut 

menimbulkan ide/ innovasi pengintegrasian data rencana kebutuhan di lingkungan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, sehingga terbangun aplikasi SIREN 

(Sistem Rencana Kebutuhan). Harapan telaksananya integrasi data rencana kebutuhan 

anggaran yang efektif, efisien dan semakin terukurnya proses penyusunan rencana anggaran 

(RKAK/L). Untuk pengintegrasian data rencana kebutuhan diperlukan aplikasi yang 

menghimpun/ mengintegrasikan data rencana kebutuhan agar memudahkan saat 

penyusunan RKAK/L dimaksud. Aplikasi ini merupakan Sistem Informasi berbasis web yang 

mengintegrasikan seluruh rencana kebutuhan : Anggaran (belanja pegawai, belanja barang 

dan belanja modal serta belanja bahan makanan (bama)), Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia, Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi 

(Kebutuhan/ usulan satker baru, usulan kenaikan kelas dan usulan perubahan nomenklatur 

satuan kerja). Sistem Informasi Perencanaan kebutuhan  (SIREN) dapat dijadikan sebagai 

aplikasi yang mudah digunakan oleh seluruh satuan kerja dan Stakeholder (Easy Operating). 

Melalui kelengkapan data dan pemetaan kebutuhan yang ada pada aplikasi dapat 

memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran Satuan Kerja dan Divisi (dalam 

Program Kegiatan). Manfaat yang kita dapatkan dari aplikasi ini adalah  tersedianya data 

yang terintegrasi untuk perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, tersedianya 

dokumen perencanaan anggaran untuk proses revisi anggaran secara cepat, efektif dan 

efisien, memudahkan pengalokasian anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan 

organisasi/satuan kerja, meningkatkan dan semakin terukurnya kinerja organisasi . Dengan 

adanya terobosan inovasi tersebut, diharapkan akan dapat menjawab  permasalahan yang 

dihadapi berkaitan dengan ketersediaan data dan pengelolaan data yang akurat dan 

terintegrasi dalam Sistem Informasi Rencana Kebutuhan (SIREN), SATU DATA RENCANA 

PASTI 
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A. LATAR BELAKANG 

Perencanaan dan pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, ibarat satu tubuh yang diantara satu organ dengan organ lainnya memiliki 

keterhubungan yang melekat, karena pembangunan membutuhkan perencanaan dan 

perencanaan harus terwujud dalam pembangunan, mulai dari pemerintahan pusat sampai 

pada tingkat pemerintahan daerah, dan unit kerja vertikal diharapkan dapat menghasilkan 

perencanaan yang efisien akuntabel dan transparan, sehingga diharapkan dapat 

mewujudkan good governance. 

Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana pembangunan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan 

melibatkan masyarakat. 

Sebagai bagian dari pembentukan organisasi yang Adaptif dan Agile, kualitas 

sistem perencanaan sangat penting bagi pengambilan keputusan. Perencanaan 

berkualitas dapat dihasilkan antara lain dengan adanya sumber data perencanaan yang 

berkualitas. Sebelum adanya teknologi informasi, dokumen perencanaan kebutuhan 

anggaran, perencanaan kebutuhan SDM, perencanaan pengembangan SDM dan 

perencanaan penataan organisasi masih dilakukan secara manual, dokumen 

perencanaan berupa kertas – kertas, foto – foto dan melalui surat menyurat. Inventarisir 

dokumen perencanaan ini menimbulkan kesulitan sistem dilakukan pencarian data, 

terutama jika data tersimpan dalam banyak tumpukan kertas dan dokumen. Di samping 

itu, ada keterbatasan dan masalah umur dokumen, keamanan dokumen serta akses 

dokumen dalam penyimpanan dokumen perencanaan tersebut. Perencanaan merupakan 

proses yang tanpa henti, sehingga keamanan dokumen perencanaan menjadi sangat 

penting.  
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Seringkali dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, tidak menghasilkan sebuah dokumen 

perencanaan yang baik, atau perencanaan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. 

Proses penyusunan dokumen perencanaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa 

dokumen perencanaan anggaran, perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), 

perencanaan pengembangan SDM dan perencanaan penataan organisasi masih berupa 

surat menyurat dan dokumen perencanaan masih belum dilakukan secara terintegrasi 

sehingga menyebabkan pengambilan kebijakan yang ditempuh belum dapat 

menyelesaikan permasalahan UPT secara menyeluruh.  Tidak terintegrasinya dokumen 

perencanaan tersebut menyebabkan capaian kinerja tidak menjadi maksimal.  Kondisi 

saat ini dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan dokumen perencanaan kurang transparan dan akuntabel; 

2. Proses perencanaan anggaran dan kebutuhan barang/jasa sering terjadi 

keterlambatan; 

3. Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum berkualitas dari aspek tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan sehingga belum memunculkan program prioritas yang sistem 

dengan target capaian; 

4. Masih sulitnya melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 

 

Dari beberapa kondisi saat ini / permasalahan tersebut diatas, maka kondisi yang 

diharapkan adalah : 

1. Penyusunan dokumen perencanaan menjadi transparan dan akuntabel; 

2. Proses perencanaan anggaran dan kebutuhan barang/jasa menjadi tepat waktu; 

3. Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum berkualitas dari aspek tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan sesuai dengan program prioritas yang sistem dengan target 

capaian; 

4. Mudahnya melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 
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Gambar 1 

STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT 
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Gambar II 
STRUKTUR ORGANISASI 

DIVISI ADMINISTRASI 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT 

 

 

Salah satu tugas dan fungsi Kepala Divisi Administrasi adalah pengkoordinasian dan 

penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. 

Dengan dasar tugas dan fungsi di bidang perencanaan tersebut dan mengingat 

kondisi saat ini, maka Penulis akan melakukan perubahan dengan tujuan 

meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang mendukung tercapainya tujuan, 

sasaran, strategi, serta arah kebijakan organisasi yang sejalan dengan program 

prioritas organisasi. 

B. INDETIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan tugas dan fungsi 

perencanaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, perlu 

dilakukan upaya terobosan atau inovasi agar penyusunan dokumen perencanaan 

dilakukan dengan memanfaatkan data yang terintegrasi. Salah satu upaya terobosan/ 

inovasi yang akan dilakukan adalah dengan membangun aplikasi Sistem Informasi 

Rencana Anggaran dan Kebutuhan (SIREN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Sulawesi Barat.  
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C. TUJUAN DAN MANFAAT 

 TUJUAN 

a. Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan yang berkualitas, dengan 

pengintegrasian data ini akan diperoleh dokumen perencanaan yang telah 

terintegrasi untuk : 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Operasional 

3) Dukungan Manajemen 

4) Non Operasional 

5) Bahan Makanan Napi 

6) Belanja Modal 

b. Tersusunnya Pedoman Pengintegrasian data Rencana Kebutuhan 

Pedoman Pengintegrasian data rencana kebutuhan dan anggaran sangat 

diperlukan untuk memberikan pemahaman dan standar yang sama kepada para 

pelaksana,  

c. Tersedianya aplikasi SIREN (Sistem Informasi Rencana Kebutuhan) untuk 

mewujudkan perencanaan yang berkualitas 

Tujuan akhirnya adalah : 

Tersusunya data perencanaan yang baik sehingga meningkatkan kualitas 

perencanaan anggaran yang mendukung tercapainya tujuan, sasaran dan strategis 

serta arah kebijakan organisasi yang sejalan dengan program perioritas nasional. 

 

 MANFAAT 

a. Tersedianya data yang terintegrasi untuk perencanaan anggaran yang 

transparan dan akuntabel; 

b. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran untuk proses revisi anggaran 

secara cepat, efektif dan efisien; 

c. Pengalokasian anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi / satuan 

kerja; 

d. Meningkat dan terukurnya kinerja organisasi. 
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D. HASIL YANG DI HARAPKAN 

Hasil yang diharapkan dari yaitu : 

1. Tersedianya integrasi data belanja pegawai, belanja operasional, Dukungan 

Manajemen, belanja Non Operasional, belanja bahan makanan Narapidana dan 

Belanja Modal; 

2. Adanya Pedoman Pengintegrasian data Rencana Kebutuhan yang menjadi 

pemahaman dan standar yang sama kepada para pelaksana dalam melakukan 

integrasi data rencana kebutuhan dan anggaran; 

3. Penggunaan Aplikasi SIREN (Sistem Informasi Rencana Kebutuhan) dan 

pengembangan fitur-fitur pada aplikasi tersebut. 

 

E.  PELAKSANAAN DAN HASIL PENYELESAIAN MASALAH 

 PELAKSANAAN 

 

Proses penyusunan dokumen perencanaan pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sulawesi Barat, tidak menghasilkan sebuah dokumen perencanaan 

yang baik, atau perencanaan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh 

karena itu dilakukan inovasi rancang bangun aplikasi berbasis web yang di namakan 

SIREN (Sistem Informasi Rencana Kebutuhan).  

 

Aplikasi SIREN yang memuat data dan informasi semua kebutuhan belanja baik 

belanja pegawai, belanja operasional, Dukungan Manajemen, belanja Non 

Operasional, belanja bahan makanan Narapidana dan Belanja Modal. SIREN sendiri 

sudah di sosialisasikan kepada seluruh Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Sulawesi 

Barat melalui media Zoom dan saat ini sudah operasionalkan untuk memuat data 

belanja tahun anggaran 2021. 

 

 PENYELESAIAN MASALAH 

Pada Tahun Anggaran 2021 para Operator Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Ham Sulawesi Barat sudah melakukan pengisian kebutuhan dan 

anggaran belanja pada aplikasi Siren, dimana dapat di tampilkan sebagai berikut: 
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1. Kebutuhan Anggaran jajaran Kantor Wilayah 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat memiliki 12 

(Dubelas) Satuan Kerja yaitu 1 (satu) pada Kantor Wilayah, 9 (Sembilan) Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan 2 (dua) Unit Teknis Imigrasi. Pada 

gambar III dibawah ini dijelaskan besaran Anggaran tahun 2021 pada jajaran 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Total belanja 

jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebesar Rp 

74.276.757,00 yang di bagi ke dalam beberap kategori belanja, antara lain : 

- Belanja Pegawai sebesar Rp 29.660.243.000,- 

- Belanja Operasional sebesar Rp 11.659.257.000,- 

- Belanja Non-Operasional sebesar Rp 7.936.568.000,- 

- Belanja Layanan Dukungan Manajemen sebesar Rp 3.744.366.000,- 

- Belanja Bahan Makanan Narapidana sebesar Rp 7.285.400.000,- 

- Belanja Modal sebesar Rp 13.999.929.000,- 

 

Gambar III 
Kebutuhan Anggaran Tahun 2021 
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2. Kebutuhan Pegawai Jajaran Kantor Wilayah Sul 

Pada gambar IV bawah ini menggambarkan kebutuhan Pegawai pada jajaran 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat pada tahun 2021 

sebanyak 493. Dan dijelaskan juga peta kebutuhan Pegawai yang di sesuaikan 

dengan analisa beban kerja yang dapat di gambarkan sebagai berikut : 

- Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dilakukan 

analisa beban kerja. maka jumlah kebutuhan pegawai didasarkan kepada 

Analisa Beban Kerja Pegawai yaitu Arsiparis 1 Orang, Penata Keuangan 

(Sarjana Akuntansi) 1 Orang, Pengelola Bantuan Hukum 2 Orang, Pranata 

Komputer 1 Orang dan Pranata Humas 1 Orang; 

- Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene kebutuhan pegawai 

berdasarkan analisa beban kerja dibutuhkan sebanyak 5 Orang untuk posisi 

Penjaga Tahanan; 

- Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali kebutuhan pegawai 

berdasarkan analisa beban kerja dibutuhkan sebanyak 6  Orang, dimana 5 

(empat) Orang untuk posisi Penjaga Tahanan dan 1 Orang Dokter; 

- Pada Lapas Kelas III Mamasa kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban 

kerja dibutuhkan sebanyak 8 Orang untuk posisi Penjaga Tahanan; 

- Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju kebutuhan pegawai 

berdasarkan analisa beban kerja dibutuhkan sebanyak 14 Orang untuk posisi 

Penjaga Tahanan; 

- Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju kebutuhan 

pegawai berdasarkan analisa beban kerja dibutuhkan sebanyak 11 Orang 

dimana 10 untuk posisi Penjaga Tahanan dan 1 Orang Perawat; 

- Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju kebutuhan pegawai 

berdasarkan analisa beban kerja dibutuhkan sebanyak 11 Orang dimana 10 

untuk posisi Penjaga Tahanan dan 1 Orang Perawat; 

- Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu kebutuhan pegawai 

berdasarkan analisa beban kerja dibutuhkan sebanyak 14 Orang untuk posisi 

Penjaga Tahanan. 
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Gambar IV 

Analisa Kebutuhan Pegawai Tahun 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Usulan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Untuk meningkatkan kemampuan kualitas Pegawai, Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sulawesi Barat berserta jajarannya juga melakukan pemetaan 

terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti pelatihan pengembangan 

diri diantaranya : 

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengusulkan 

1 Orang  Pejabat Eselon III untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Pimpinan 

III (Diklat PIM III) dan 2 Orang Pejabat Eselon IV untuk mengikuti Diklat PIM 

IV; 

- Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Mamuju mengusulkan 1 Orang Pejabat untuk 

mengikuti Sertifikasi PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

Membayar) dan 1 Orang untuk mengikuti Sertifikasi Bendahara. 
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Gambar V 
Usulan Pengembangan SDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Usulan Kebutuhan Penataan Organisasi 

 

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pada jajaran Kantor Wilayah 

Sulawesi Barat khusus nya di Teknis Pemaysaraktan dan Teknis Imigrasi dimana 

semakin hari beban tugas dan fungis serta valome kerja Unit kerja 

Pemasyarakatan dan Imigrasi. Oleh karena itu dirasa perlu dilakukan pengubahan 

kelas unit serta pembangunan baru. Khususnya pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat belum terdapat Lembaga 

Pemasyrakatan Khusus Narkotika dimana kasus penyalah gunaan Narkotika 

sebanyak. Dan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat belum terdapat Rumah 

Tahanan Kelas IIA maupun Lembaga Pemasyarakatan dan Balai 

Pemasyarakatan.  

 

Hal yang sama juga belaku untuk Teknis Imigrasi, pada jajaran Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat belum terdapat Kantor Imigrasi TPI 

(Tempat Pemeriksaan Imigrasi) 
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Dan berdasarkan gambar VI di bawah ini dijelaskan peta usulan kebutuhan 

Penataan Organisasi antara lain : 

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa dirubah menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIB Mamasa; 

- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar menjadi Kantor Imigrasi Kelas 

I TPI Polewali Mandar; 

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Polewali; 

- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju menjadi Rumah Tahanan Negara 

Kelas IIA Mamuju. 

 

Gambar VI  

Usulan Kebutuhan Penataan Organisasi Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

 KESIMPULAN  
Tugas dan fungsi Perencanaan itu adalah menyiapkan dokumen dengan baik, namun 

akan lebih baik apabila Perencenaan juga mampu membayangkan bagaimana 

pelaksanaannya. Oleh karena itu Perencanaan diharapkan mampu untuk 

menggambarkan kebutuhan pada Kantor Wilayah baik kebutuhan jangka pendek, 

kebutuhan jangka menegah dan kebutuhan jangka panjang.  
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Dalam perencanaan kebutuhan anggaran yang baik banyak juga harus relevant atau 

sejalan dengan realisasinya. Mempehatikan visi dan misi Kementerian Hukum dan 

HAM serta perencanaan kebutuhan anggaran mampu di realisasikan dengan baik 

sehingga output kerja Kantor Wilayah tercapai. 

 

 SARAN 

Banyak orang yang terlibat dalam perencanaan kebutuhan anggaran, oleh karena itu 

dibutuhkan saran yang membangun agar perencanaan disusun dengan baik dan 

berjalan sesuai yang di rencanakan, antara lain : 

- Kepala Kantor Wilayah selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki peran yang 

teramat penting dalam hal pengambilan keputusan perencanaan. Memutuskan 

hal-hal yang dianggap prioritas untuk menunjang kinerja Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Sulawesi Barat;  

- Peran Pimpinan juga sangat di perlukan dalam memberikan motivasi, saran dan 

masukan terkait perencanaan di Kantor Wilayah; 

- Dukungan Kantor dalam bentuk fasilitasi juga di perlukan guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kinerja para Operator; 

- Operator memastikan perencanaan disusun berdasarkan skala prioritas, 

mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan postur anggaran dan standar biaya 

masukan  
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